MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA

Menimbang

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja
Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia
yang lebih profesional, efektif, efisien, dan berdaya
guna, perlu melakukan penataan organisasi dan tata
kerja serta mengubah nomenklatur Balai
Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia;

bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai
Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia serta
perubahan nomenklaturnya telah mendapat
persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/938/
M.KT.01/2021 tanggal 8 Oktober 2021 hal Penataan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan

Industri Persepatuan Indonesia;




Mengingat

Menetapkan

[y

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang
Kementerian  Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

S. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN
INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
(1) Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia
yang selanjutnya disingkat BPIPI merupakan unit
pelaksana teknis di lingkungan Kementerian
Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Industri Kecil,

Menengah, dan Aneka.



(2)

BPIPI dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPIPI mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan

industri kecil dan industri menengah persepatuan dalam

rangka peningkatan daya saing nasional berlandaskan

keunggulan potensi sumber daya daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, BPIPI menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan pengembangan produk dan peningkatan
kreativitas pada industri kecil dan industri menengah
persepatuan;

pelaksanaan bantuan informasi pasar, promosi, dan
pemasaran pada industri kecil dan industri menengah
persepatuan,

pelaksanaan penguatan industri 4.0 pada industri
kecil dan industri menengah persepatuan;
pelaksanaan  penumbuhan dan pengembangan
wirausaha industri kecil dan industri menengah
persepatuan;

pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan pada
industri kecil dan industri menengah persepatuan;
pelaksanaan penguatan keterkaitan dan hubungan
kemitraan antara industri kecil dan industri menengah
persepatuan dengan industri besar serta sektor
ekonomi lainnya,;

pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran,
kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana,
kerja sama, hubungan masyarakat, data dan
informasi, pengelolaan  barang milik negara,
persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah
tangga; dan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



























